KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL ®

} Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Q Telepon : (021) 5201590 (Hunting) :
GERMAS

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/111/7549/2022
TENTANG
LARANGAN MENJADI PEMBICARA/NARASUMBER PADA ACARA BERBAYAR
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Bahwa dalam rangka pencegahan gratifikasi dan independensi pelaksanaan tugas
jabatan serta penerapan etika, baik di dalam maupun di luar kantor bagi pegawai di
lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan pengaturan terhadap pegawai yang
menjadi pembicara/narasumber pada acara/kegiatan yang diselenggarakan dengan
menggunakan mekanisme penarikan biaya pada peserta.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

jdih.kemkes.go.id



Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 416);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Pimpinan

Tinggi dan para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan,
hal-hal sebagai berikut:

1.

Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dilarang menjadi
pembicara/narasumber pada acara/kegiatan yang diselenggarakan dengan
menggunakan mekanisme penarikan biaya pada peserta.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikategorikan sebagai
pelanggaran disiplin kewajiban melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf ¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
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Menteri Kesehatan
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